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INTISARI

Setiap kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang
diharapkan, walaupun sudah ada peraturan yang dijadikan pedoman
mengenai hal tersebut. Salah satunya adalah pengadaan tanah untuk
pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Lonrae
Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone yang mengalami
hambatan dalam merealisasikan keputusan besarnya ganti kerugian
sehingga musyawarah harus dilaksanakan lebih dari satu kali. Oleh
karena itu, perlu di teliti mengenai pengadaan tanah tersebut, kaitannya
dengan peraturan yang berlaku yaitu Keppres No. 55 tahun 1993 jo.
PMNA/Ka.BPN No. 1 tahun 1994, sehingga penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kesesuaian proses pemberian ganti kerugian pengadaan
tanah untuk pembangunan PPI di Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete
Riattang Timur Kabupaten Bone dengan Keppres No. 55 tahun 1993 jo.
PMNA/Ka.BPN No. 1 tahun 1994.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif untuk
menggambarkan secara jelas proses pemberian ganti kerugian mulai
musyawarah penetapan bentuk dan besar ganti kerugian sampai
pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan PPI di
Kelurahan Lonrae. Jenis data yang diperlukan adalah jenis data primer
dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara,
studi dokumentasi, dan observasi. Data tersebut selanjutnya dianalisis
secara deskriptif komparasi dan tabulasi sehingga dapat dipaparkan
mengenai proses pemberian ganti kerugian tersebut.

Hasil penelitian yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa proses
pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan PPI di
Kelurahan Lonrae tidak sesuai dengan Keppres No.55 tahun 1993 jo
PMNA/Ka.BPN No.1 tahun 1994. Musyawarah penetapan bentuk dan
besarnya ganti kerugian sampai dengan pemberian ganti kerugian
tersebut tidak semuanya sesuai dengan aturan yang ada. Penetapan
besarnya ganti kerugian tidak disesuaikan dengan NJOP PBB setempat
dan jenis hak atas tanahnya, pembayaran tanpa dibuktikan kwitansi, dan
ketidaksesuaian dalam hal pembuatan surat pernyataan pelepasan
hak/penyerahan penguasaan tanah dengan aturan yang ada.
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah bagi manusia merupakan sumber penghidupan dan

kehidupan karena di dalamnya menyangkut kepentingan hajat hidup

orang banyak sehingga mempunyai kedudukan yang penting dan

strategis. Selain itu, tanah juga merupakan modal utama

pembangunan karena semua kegiatan pembangunan memerlukan

tanah atau dengan kata lain tanah dan pembangunan tidak dapat

dipisahkan satu sama lain.

Pembangunan di bidang fisik pada dasarnya memerlukan

tanah. Pemerintah memerlukan tanah untuk kepentingan

pembangunan seperti pasar, bangunan sekolah, perumahan,

perkantoran, jalan umum dan sebagainya. Kegiatan manusia untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya juga tidak terlepas dari ketersediaan

tanah yang potensi dan luasnya terbatas dan sebagian besar telah

dikuasai atau telah ada haknya. Kepentingan tersebut dapat

menimbulkan konflik jika pemenuhannnya tidak dilakukan secara

seimbang antara kepentingan pembangunan dan kepentingan

masyarakat. Untuk itu, pembangunan yang ditujukan untuk



55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun

1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 tahun 1993.

Pengadaan tanah merupakan kegiatan untuk mendapatkan

tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak

atas tanah yang di tempuh dengan cara pelepasan atau penyerahan

hak atas tanah atas dasar musyawarah. Pengadaan tanah itu lahir:

mengingat kegiatan pembangunan terus meningkat sedangkan
persediaan tanah untuk pembangunan sangat terbatas, sehingga
untuk memperolehnya dengan memberi ganti kerugian pada yang
berhak atas tanah. Singkatnya, istilah pengadaan tanah dikenal
dalam perolehan tanah yang sudah dikuasai seseorang atau
badan hukum dengan suatu hak. (Sitorus dkk, 1995: 7)

Salah satu isu sentral yang sedang berkembang sekarang ini

dan paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah oleh

pemehntah dengan memanfaatkan tanah-tanah hak yang ada adalah

masalah ganti kerugian. Beberapa masalah tersebut antara lain

pembangunan Waduk Kedungombo di Jawa tengah dan jalan umum

di Jakarta.

Pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Kedungombo

di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah diberitakan dalam Suara

Pembaharuan tanggal 15Mei tahun 1999:



tinggal penduduk Kedungombo ini dilaksanakan secara paksa
melalui SK Gubernur Nomor.593.8/2113 tanggal 23 Juli 1989.
Warga dipaksa menerima ganti rugi tanah Rp. 210 per m2 lalu
tahun 1994 pemehntah menambahnya menjadi Rp.810 per m2.
Besarnya nilai ganti rugi tersebut dinilai tidak layak dan tidak
sebanding dengan pengorbanan warga dan perjuangan warga
Kedungombo untuk mempertahankan hak-haknya dengan
mengajukan gugatan melalui pengadilan tahun 1991.

Selanjutnya Surat Kabar Republika tanggal 29 September

tahun 1997 memberitakan mengenai masalah pengadaan tanah untuk

pembangunan jalan di Jakarta khususnya mengenai ganti rugi yang

tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Artikel tersebut di

muat dengan judul "Warga Joglo.dan Tanah Sereal tolak ganti tanah

untuk pembangunan jalan karena ganti rugi tanah tidak disesuaikan

dengan NJOP setempat".

Dari beberapa masalah pengadaan tanah tersebut

menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang hams ditempuh

melalui proses pengadaan tanah tidak berjalan seperti yang

diharapkan karena aturan yang tidak dilaksanakan sebagaimana

mestinya, sehingga rakyat merasa dirugikan. Maria S.W. Sumardjono

(2003: 3) berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang

akan datang, substansinya harus menjunjung tinggi hak asasi manusia

karena tanah merupakan hak ekonomi setiap orang dan

pengurangan/peniadaan hak atas tanah dan hak lain yang terkait,



Tanah sebagai basis usaha harus diutamakan

penggunaannya bagi pertumbuhan ekonomi rakyat yang mampu

melibatkan serta memberi sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat.

Rencana Strategi BPN yang ada dalam GBHN tahun 2001-2004

menetapkan tujuan pengelolaan/pengurusan/penataan pertanahan,

yaitu menciptakan suatu tata masyarakat dimana tanah memberi nilai

ekonomis yang optimal secara merata dan berkeadilan dan memberi

jaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya.

Demikian pula pengadaan tanah untuk pembangunan

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi

Selatan yang mengalami hambatan, dalam hal merealisasikan

keputusan besarnya ganti kerugian kepada pemilik tanah yang juga

merupakan pemilik tanaman dan bangunan. Untuk itu, musyawarah

masih terus dilakukan untuk mencapai kata sepakat mengenai hal

tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul :"STUDI TENTANG PEMBERIAN

GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) Dl KELURAHAN LONRAE

KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN"



Perumusan Masalah

Keppres No. 55 tahun 1993 mengatur bagaimana proses

pengadaan tanah untuk pembangunan yang dilaksanakan oleh

pemehntah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum

termasuk di dalamnya proses pemberian ganti kerugian. Proses ini

didasarkan atas kesepakatan antara pihak yang membutuhkan tanah

dengan masyarakat yang memiliki atau menguasai tanah yang

pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan. Hal ini tentu saja

menimbulkan pertanyaan mengapa bisa terjadi, sedangkan sudah ada

peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam

pelaksanaannya. Dari uraian dratas penulis merumuskan masalah

sebagai berikut.

Apakah proses pemberian ganti kerugian dalam rangka

pengadaan tanah untuk pembangunan PPI di Kelurahan Lonrae

Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone sesuai dengan

Keppres No.55 tahun 1993 jo. PMNA/Ka. BPN No 1 tahun 1994 ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesesuaian proses pemberian ganti kerugian

dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan PPI di

Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone



2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bahan masukan kepada semua pihak yang terlibat

dalam pemberian ganti , kerugian pengadaan tanah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum, supaya terwujud

pengadaan tanah yang sesuai dengan amanat Keppres No. 55

tahun 1993.

b. Untuk menambah wawasan penulis mengenai materi pemberian

ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum serta aplikasinya di lapangan yang masih

terdapat kendala-kendala.



BAB VI

PENUTUP

. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah

diuraikan pada bab sebelumya, maka dapat disimpulkan bahwa proses

pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan PPI

di Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten

Bone tidak sesuai dengan Keppres No.55 tahun 1993 jo.

PMNA/Ka.BPN No.1 tahun 1994. Ketidaksesuaian tersebut terdapat

pada musyawarah penetapan bentuk dan besarnya ganti

kerugian sampai dengan realisasi pemberian ganti kerugian

dengan pertimbangan antara lain karena waktu pelaksanaan dan

kenyataan yang ada dilapangan.

3. Saran

Mengingat permasalahan pada pengadaan tanah yang

diteliti terietak pada musyawarah penetapan bentuk dan besarnya

ganti kerugian maka sebaiknya musyawarah tersebut diusahakan

sampai tercapai kesepakatan mengenai hal tersebut. Musyawarah

harus diusahakan dengan tetap mendengarkan aspirasi dan keinginan

masyarakat sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial, dan
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